BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)
huruf d dan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5239);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaran Pemerintah Daerah pada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005
Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2005 seri A Nomor 05);
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39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 2);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E
Nomor 03};

41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006
Nomor 17);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian
Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007
Nomor 6);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :

Laporan realisasi anggaran;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Neraca;

Laporan operasional;

Laporan arus kas;

Laporan perubahan ekuitas;

Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah.

oo gp



Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a.
b.

Pendapatan..............c....o... Rp. 1.580.583.084.970,12
Belanja..........cccoovvenvinneeneen. Rp. 1.661.059.125.306,87
DefiSit.....ouveiiiiiiiininninenns Rp. (80.476.040.336,75)
Pembiayaan

Penerimaan..............cccce..... Rp. 191.407.241.040,98
Pengeluaran....................... Rp. 178.097,50
Pembiayaan Netto............... Rp. 191.407.062.943,48

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.

b.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.(45.819.243.373,65) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan

Setelah Perubahan......... Rp. 1.626.402.328.343,77
2. Realisasi........c..coveunennenn. Rp. 1.580.583.084.970,12
Selisih Kurang ............. Rp. (45.819.243.373,65)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. (156.520.568.913,88) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja

Setelah Perubahan......... Rp. 1.817.579.694.220,75
2. Realisasi............ccecueuenen Rp. 1.661.059.125.306,87
Selisih Kurang ............. Rp. (156.520.568.913,88)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp. 110.701.325.540,23 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Anggaran Defisit Setelah

Perubahan............ Rp. (191.177.365.876,98)
2. Realisasi........ccccocouvnnenes Rp. (80.476.040.336,75)
Selisih Lebih ................ Rp. 110.701.325.540,23

Selisih anggaran dengan  realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp. 229.875.164,00 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Setelah

Perubahan..................... Rp. 191.177.365.876,98
2. Realisasi....,.....cccceenennnn. Rp. 191.407.241.040,98

Selisih Lebih ................ Rp. 229.875.164,00



e. Selisih anggaran dengan
pembiayaan sejumlah Rp. 178.097,50 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan Setelah
Perubahan..................... Rp.

2. Realisasi...........coooceneenen. Rp.
Selisih Lebih ............... Rp.

realisasi  pengeluaran

0,00
178.097,50

178.097,50

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
sejumlah Rp. 229.697.066,50 dengan rincian sebagai

berikut :

1. Anggaran  Pembiayaan

Netto Setelah
Perubahan..................... Rp
2. Realisasi..........cccoeueenn.n. Rp
Selisih Lebih ............... Rp
Pasal 4

191.177.365.876,98
191.407.062.943,48
229.697.066,50

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

a.
b.

Saldo anggaran lebih awal... Rp.

Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan.................... Rp.
Subtotal.......ccoeveviininiinininns Rp.
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SILPA/SIKPA............. Rp.
Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya...........c.cc..... Rp
Lain-lain........ccccoviiviniinnnnn. Rp

Pasal 5

191.177.365.976,98

(191.177.365.976,98)

0,00
110.931.022.606,73

0,00
0,00

110.931.022.606,73

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31
Desember Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset
b. Jumlah Kewajiban Rp.
c. Jumlah Ekuitas

Rp. 3.308.702.401.715,89

18.793.733.979,21

Rp. 3.289.908.667.736,68



Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d sebagai berikut :

a. Pendapatan.......................... Rp. 1.578.213.492.626,40
b. Beban......cccoooooeiiiiiivinnni.. Rp. 1.354.924.145.014,20
Surplus dari operasional...... Rp. 223.289.347.612,20
c. Surplus dari kegiatan non-
operasional........................ Rp. 250.258.884,38
Surplus sebelum pos luar
biasa.......ccooceiviiiiiiiiinniinnnnn, Rp. 223.539.606.496,57
d. Pos luar biasa............cccenen.. Rp. 0,00
e. Surplus LO................ Rp. 223.539.606.496,57
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari

2016....cceniiiiniiiieiciee, Rp. 191.177.365.876,98
b. Arus kas dari aktivitas

operasi Pemkab.................... Rp. 336.387.503.942,61
c. Arus kas dari aktivitas investasi

aset non keuangan...........c......... Rp. (416.863.544.279,36)
d. Arus kas dari aktivitas

pembiayaan...........ccccceeunenn. Rp. 229.697.066,50
e. Arus kas dari aktivitas non

ANGEATAT......civurerrrnnerereeaesees Rp. 0.00
f. Saldo akhir kas di Kas Daerah... Rp. 95.005.617.060,78
g. Saldo akhir di Bendahara

Penerimaan SKPD............... Rp. 241.476.125,00
h. Saldo akhir di Bendahara

Pengeluaran SKPD............ Rp. 0.00
i. Saldo akhir kas lainnya....... Rp. 15.683.929.420,95

j. Saldo akhir  kas 31
Desember 2016................. Rp. 110.931.022.606,73
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Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a.
b.
c.

Ekuitas awal............c.oceeeennes Rp. 2.871.916.036.228,58
Surplus LO......coevviiniinninnns Rp. 223.539.606.496,57
Dampak Kumulatif
perubahan kebijakan
kesalahan mendasar............ Rp. 194.453.025.011,53
. Ekuitas Akhir..............ccoeeeeel Rp. 3.289.908.667.736,68
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I :Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 :Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

Lampiran 1.2 :Rincian laporan realisasi anggaran

menurut pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Lampiran [.5 :Daftar jumlah pegawai per golongan per

jabatan

Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah;
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Lampiran 1.7 :Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

Lampiran 1.8 :Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran 1.9 :Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnya;

Lampiran [.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampaikan akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran [.11: Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran 1.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;

b. Lampiran II : Neraca;
c. Lampiran III :Laporan Arus Kas;
d. Lampiran IV :Laporan Operasional;
e. Lampiran V :Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. Lampiran VI :Laporan perubahan ekuitas;
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah.
Pasal 11

Lampiran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) yaitu ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VIII
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai

rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

pada tanggal 18 AUG 2017

BUPATI SITUBONDO,

C = D

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 18 AUG 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR §

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 236-9/2017




